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KEPUTUSAN MENTER! KESEHA TAN RF:PUBLIK INDONESIA 
NOMOR: Ll94 /MENKES/SKI I'lf I 2004 

TENTANG 
IJIN PBF PT. I-IAST A ABADI MEDICA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

: a. Surat pcrmohonan PT. HASTA ABADI MEDICA, Nomor 
0 I /HArvl/X lJ/2003 tanggal 5 Desember 2003 untuk mempcrolch 
lj in Usaha Pedagang Besar Farmasi; 

b. !1erita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tcngah 
tanggal I4 .Januari 2004; 

c. fkrila Acara Pcmcriks<ICtn 13alai 13csar/8alai POM eli Scmar<mg 
tanggal 21 Januari 2004; 

d. Laporan IIasil Pcmcriksaan PI3F. PT. HASTA AI3ADI MEDI CA, 
cl ari Dinas Kesehatan Propinsi .Jawa Tengah Nomor 50311480/2 
langga l 9 Februari 2004. 

Mcnimbang I3ahvva pcrmohonan PT. HASTA ABADI MEDICA tersebut clapat 
clisctuiui , oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha 
Pec.lagang Besar Farmasi. 

Mcngingat 1. Undang-Unclang Obat Keras ( ST.1937 No . 541 ); 
2. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 1992 No . 100, Tambahan Lembaran Negara No. 
3<195); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lcmbaran Ncgara Rl Tahun 1997 Nomor 10, Tam bahan 
Lembaran Ncgara Rl Nomor 3671); 

4. Unclang-unclang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran 
Nega ra Rl Tahun I997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Rl Tahun I997 Nomor 3698); 

5. Unclang-unclang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lcmbaran Ncga ra RI Tahun 1999 Nomor 3839); 

G. Pcratur<lll Pcmcrintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tcnaga 
K~schatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lcmbaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemcrintah No . 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 
Sediaa;1 farmasi clan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1998 Nomor 138); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pcmcrintah clan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi 
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952); 
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9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
918/Menkes/Per/X/1993 tentang Peclagang Besar Farmasi jo 
Kcputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 
1191 /MENKES/ SK/IX/2002 Ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Mentcri Kcsehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Peclagang 
Besar Farmasi. 

MEMUTUSKAN 

Memberikan ljin Usaha Peclagang Besar Farmasi kepada PT. HAST A 
ABADI MI':DICA, 1\lamat .Jalan Lamper Tcngah Ruko Majapahit B.3 
Semarang, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.283.146.5-504.000 
dcngan ketentuan sebagai bcrikut : 

I. (.Jud<tng lempal penyimpanan pcrbckalan kesehatan lcrlelak eli 
Jalan Lamper Tengah Ruko Majapahit 8 .3 Semarang. 

2. Harus mematuhi peraturan perundang-unclangan yang berlaku . 
3. Melaksanakan dokun1entasi pengadaan, penyin1panan dan 

penyaluran perbekalan farmasi sesuai stanclar pelayanan yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

4. Ijin Usaha Peclagang Bcsar Farmasi berlaku untuk seterusnya 
selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan 
masih aktif mclakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk 
seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan 
bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana 
mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan 
1111. 

JAKARTA 
19 .4pril 2004 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepaela : 
1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makat1an eli Jakarta. 
2. Kcpala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah eli Semarang. 
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia eli Jakarta. 


